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GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ S| /IV/2024

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI
TAHUN ANGGARAN 2024 PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran
pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya
bersumber dari Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2024
pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, perlu menunjuk Kuasa Pengguna
Anggaran Dana Dekonsentrasi yang bertanggung jawab baik
dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan
dimaksud sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;

Menimbang : a.

b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama dan NIP
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
Gubernur ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk
ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dana
Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran
Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2024 pada Dinas
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Mengingat A B
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Undang-Undang  Nomor 27  Tahun 2000  tentang
Pembentukan  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 4033),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42806),

Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004 tentang
Perbendaharnan  Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757):

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6896);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);
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Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6267);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomeor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

63);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang
Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
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16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38
Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi
Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan
Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 912);

17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi |
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan !

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi !
Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. c

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 menunjuk Kuasa
Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2024 :
pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka ’
Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang y
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur g
ini,

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai
berikut:

a. menyusun Dalftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);

b. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
(PPSPM);

c. menetapkan panitia/pejabat  yang terlibat dalam
pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

d. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana
pencairan dana;

e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja negara;

f melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran
atas beban anggaran negara,

g. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

h. mengawasai penatausahaan dokumen dan transaksi yang
berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
dan

i. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT . Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi Tahun

Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya berpedoman
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
r Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dengan Nomor DIPA:
SP DIPA - 032.01.3.300078/2024 tanggal 24 November 2023;
SP DIPA - 032.04.3.309038/2024 tanggal 24 November 2023;
SP DIPA - 032.05.3.309039/2024 tanggal 24 November 2023;
SP DIPA - 032.06.3.309040/2024 tanggal 24 November 2023;
SP DIPA - 032.07.3.309041/2024 tanggal 24 November 2023.

KELIMA

o0 gp

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang

ﬂ\/ pada tanggal \3 feumes o2y
Pj. GUBERNUR

Lﬁ KEPULAUAN BANGKA BELITUN

vt

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta; ¢
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta; 1
. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di

Pangkalpinang;

Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;

Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkalpinang di  Pangkalpinang;
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN m_a..._f BELITUNG

NOMOR
TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGi\ny DANA DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2024

188.44, 5\ [JIV/25

PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN koviNSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

——

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

[]

Dr. Drs. AGUS SURYADI, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA / IV d
NIP. 19730809 199303 1 002

Dr. Drs. AGUS SURYADI, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA / IV d
NIP. 19730809 199303 1 002

Dr. Drs. AGUS SURYADI, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA / IV d
NIP. 19730809 199303 1 002

Dr. Drs. AGUS SURYADI, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA / IV d
NIP. 19730809 199303 1 002

B NO SURAT PENGESAHAN DAFTAR KODE SBATKER / UNIT PROGRAM
ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI
1 2 3 o e 4
SP DIPA - 032.01.3.300078/2024 . )
0007 k o
1. tanggal 24 November 2023; 300078 / Sckretariat Jenderal Dukungan Manajemen
SP DIPA - 032.04.3.309038/2024 | 309038 / Dircktorat Jenderal | Fengclolaan Perikuan dan
- ta 1 24 November 2023; Perikanan Budidaya P —c
ngga ¢ ’ Y b. Dukungan Manajezn.
SP DIPA - 032.05.3.300039/2024 uooowo. / Direktorat Ln:nn_.w_ a. Pengelolaan Perikzan dan
3. o 1 24 November 2023: Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
ngea A ’ Kelautan dan Perikanan b. Dukungan Manajczen.
309040 Direktorat J ral | a. Nilai T D
SP DIPA - 032.06.3.309040/2024 g iliarsind aliwalPasnc il Shtek
4. tangeal 24 November 2023: Penguatan Daya Saing Produk Saing Industri;
nee em ’ Kelautan dan Perikanan b. Dukungan Manajesen.
a. Kualitas Lingkungn Hidup;
5 SP DIPA - 032.07.3.309041/2024 | 309041 / Dircktorat Jenderal | b. Pengelolaan Periknan dan

tanggal 24 November 2023

Pengelolaan Ruang Laut

Kelautan;
c¢. Dukungan Manaj@en.

Dr. Drs. AGUS SURYADI, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA / IV d
NIP. 19730809 199303 1 002

Pj. GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
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